BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Pemilik akun prostitusi online dapat pertanggungjawabkan secara pidana
menurut ketentuan hukum positif di Indonesia dengan penjabaran sebagai berikut:
a. Dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP hanya mengatur mengenai
tindak pidana prostitusi secara umum saja. Pada pasal 296 KUHP
menyatakan “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau
memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan
menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda
paling banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan pada Pasal 506
KUHP merumuskan sebagai berikut “Barangsiapa menarik keuntungan
dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian
diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Sehingga
dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidana pasal ini dapat
digunakan sebagai dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban
pidana pemilik akun prostitusi online. Online atau dilakukan dengan
jaringan internet hanya sebagai salah satu sarana/alat/media yang
disalah gunakan untuk menghubungkan atau memudahkan perbuatan

cabul yang dimaksud dalam kedua pasal KUHP.
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b. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Teknologi dan Elektronik dapat digunakan dalam meminta
pertanggungjawaban pidana pemilik akun tindak pidana prostitusi
online karena baik unsur obyektif dan unsur subyektif telah terpenuhi
dalam tindak pidana berupa prostitusi online. Hanya saja pasal ini tidak
menyebutkan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dari frasa
kesusilaan. Dalam penerapannya, kesusilaan yang dirumuskan pada
pasal ini dapat merujuk kepada beberapa pasal UU Pornografi. Pasal 27
Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Teknologi dan Elektronik, dalam hal pembebanan pertanggungjawaban
pidana dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana
pemilik akun prostitusi online.

c. Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi dapat digunakan sebagai batasan makna kata ‘“kesusilaan”
dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Karena keseluruhan unsur baik unsur
obyektif dan unsur subyektif tidak terkait langsung dengan perbuatan
pemilik akun prostitusi online.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Pasal 296 dan 506 KUHP dapat
dijadikan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pemilik akun
prostitusi online. Serta Pasal 4 juncto pasal 30 Undang-undang No 44 tahun 2008
tentang Pornografi dapat mengakomodir tindak pidana prostitusi online yang
dilanggar dalam ranah cybercrime. Sedangkan pasal 27 Ayat (1) Undang-undang
No 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik melengkapi

keterkaitan prostitusi yang dilakukan di dunia maya. Sehingga kedua pasal ini
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dapat digunakan secara berlapis untuk meminta pertanggungjawaban pidana

pemilik akun prostitusi online.

B. SARAN

1. Bagi Legislatif : dengan adanya pembahasan mengenai perbandingan
pertanggungjawaban pelaku dari tindak pidana prostitusi online ini
diharapkan pihak legislatif selaku pembuat perundang-undangan dapat
segera merevisi beberapa Pasal yang sekiranya masih memiliki
kelemahan untuk meminta pertanggungjawaban pidana karena seperti
yang kita ketahui kejahatan semakin berkembang maka dari itu aturan
yang berlaku pun juga harus beriringan

2. Bagi aparat penegak hukum : tindak pidana berupa prostitusi online ini
perlu dicermati secara komprehensif, mengingat sebenarnya tindak
pidana prostitusi online ini dapat dikenai pasal berlapis berdasarkan
perundang-undangan yang berbeda yakni pasal 27 Ayat (1) Undang-
undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik
dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi sehingga dapat memperkuat dan memperjelas dakwaan yang

ditujukan kepada pemilik akun prostitusi online.
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